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Profil Singkat 
Siti Ismaya merupakan lulusan program sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia 
Jentera. Ia memiliki ketertarikan pada isu Peradilan, Gender, dan Pemberdayaan Hukum. 
 
Bergabung di IJRS sejak Agustus 2022 sebagai Asisten Peneliti. Saat ini, ia menjabat sebagai 
peneliti.  
 
Jabatan Saat Ini 
Peneliti 
 
Pendidikan 

1.​ S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (lulus 2022) 
 
Pengalaman Kerja  

1.​ Anggota di Pokja Akses terhadap Keadilan di Kejaksaan RI (2022 - 2023) 
2.​ Peserta magang di Divisi Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat 

(LBH Masyarakat) (September 2021-Juli 2022) 
3.​ Peserta magang di Divisi Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Slawi (Juli-Agustus 

2020) 
 
Program IJRS yang Pernah Dijalankan 

1.​ Penyusunan Terjemahan Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) Belanda (Wetboek van Strafvordering/Sv) (2025) 

2.​ Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2025) 

3.​ Penyusunan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi 
Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2025) 
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4.​ Penyusunan Kertas Kebijakan tentang Rekomendasi Peningkatan Sumber Daya 
Manusia Kejaksaan Republik Indonesia (2025) 

5.​ Penyusunan Draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Versi 
Masyarakat Sipil (2024-2025) 

6.​ Program Pemberdayaan Hukum: Memperkuat Akses Masyarakat terhadap Keadilan 
(Januari 2023-Januari 2025) 

7.​ Program Penelitian Implementasi Pedoman 11/2021 tentang Penanganan Perkara 
Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika di Wilayah 
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2023-Mei 2024) 

8.​ Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Advokat tentang Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Oktober 2023-Juli 2024) 

9.​ Penyusunan Peraturan Kejaksaan Tentang Kode Etik Jaksa Dan Kode Perilaku Jaksa 
Serta Tata Cara Pemeriksaan Pada Majelis Kode Perilaku Jaksa Dan Majelis 
Kehormatan Jaksa (September 2023-Januari 2024) 

10.​Penelitian tentang Tinjauan Hukum Implementasi Undang-undang No. 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia (2023) 

11.​Menjadi Project Officer di Program Training of Trainers: Pendampingan Perempuan dan 
Anak Berhadapan dengan Hukum - Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana kepada 
Organisasi Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum (September 2022 - Juni 2023) 

12.​Penyusunan Draf Peraturan Kejaksaan tentang Diskresi Penuntutan Jaksa (2022-2023) 
13.​Aktivitas Kelompok Kerja Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (2022-2023) 
14.​Penelitian tentang Disparitas Pidana pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

(2022-2023) 
15.​Penelitian tentang Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam Memperkuat 

Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum (2022-2023). 
 

Program IJRS yang Sedang Dijalankan 
1.​ Penelitian tentang Dana Pengelolaan Pemulihan Lingkungan Hidup (2024-2026) 
2.​ Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional 

Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2026) 
3.​ Revisi Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Umum (2025-2026) 
4.​ Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Kepegawaian 

Jaksa (2024-2025) 
5.​ Penyusunan Panduan Internal IJRS tentang Penelitian (2026) 

 
Hasil Publikasi 
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2.​ SINERGI. Naskah Kebijakan (Policy Paper): Strategi Penguatan dan Kebijakan 
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(2025). Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia. 
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7.​ Ismaya, Siti, et.al. Modul: Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait UU TPKS. 
(2024). Jakarta: IJRS.  

8.​ Maharani, Marsha, et.al. Disparitas Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana 
Pencabulan dan Tindak Pidana Perkosaan. (2024). Jakarta: IJRS. 

9.​ Ismaya, Siti, et.al. Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan 
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(2023). Jakarta: IJRS.  

11.​Paulina, Arianda Lastiur, et.al, Modul: Pendampingan Perempuan dan Anak Berhadapan 
dengan Hukum: Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi 
Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. (2023). Jakarta: IJRS. 

12.​Maharani, Marsha, et.al, Peran Pemberdayaan Hukum oleh Komunitas dalam 
Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: 
Studi di Jakarta dan Yogyakarta. (2023). Jakarta: IJRS. 

13.​Saputro, Adery Ardhan, et.al, Kajian Rekomendasi untuk Peraturan Payung Keadilan 
Restoratif. (2023). Jakarta: ICJR. 

14.​Prasetanto, Eko Adi, et.al, The Intersection of Law, Health, and Drug Use in Indonesia: A 
Part to Reform. (2024). Jakarta: Atma Jaya Catholic University of Indonesia Publishers 
dan The Indonesian Center for Drugs Research. 

15.​Siti Ismaya dan Arianda Lastiur Paulina, the conversation.com, “Disparitas Kekerasan 
Seksual berjudul "Disparitas pemidanaan: mengapa pelaku kekerasan seksual bisa 
mendapat hukuman berbeda-beda untuk kasus serupa?". 
https://theconversation.com/disparitas-pemidanaan-mengapa-pelaku-kekerasan-seksual-
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Pencapaian  
1.​ Pembicara pada Panel 2 di "1st International Conference on Drugs Research and Policy 

2024." dengan judul makalah/jurnal "The Urgency of Restructuring the Criminal 
Provisions of the Indonesia Narcotics Law 35/2009" 

2.​ Peserta pada Asia Regional Consultation for the Development of A General Comment on 
the Economic, Social and Cultural Rights 

3.​ Peserta Paralegal Exchange di Thailand 
4.​ Narasumber pada Webinar Diseminasi Penelitian tentang "Disparitas Pemidanaan: 

Menyoroti Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 
5.​ Pemapar Sosialisasi KUHP 2023 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung 

terkait materi gugurnya kewenangan penuntutan pada KUHP 2023 
6.​ Narasumber terkait Peran Advokat dalam Penanganan TPKS pada Seminar Hukum 

Acara Pidana Nasional 
7.​ Pemapar Hasil Penelitian pada kegiatan "Diseminasi Hasil Penelitian: Asesmen 

Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 
11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI 
Jakarta" 

8.​ Pemapar Hasil Penelitian pada kegiatan "Diseminasi Hasil Penelitian Tinjauan Hukum 
Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang" 

9.​ Narasumber dalam #BerbagiOpini tentang "Apa yang membedakan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dengan Tindak Pidana Prostitusi" 

10.​Narasumber Lokakarya Pemberdayaan Hukum IJRS - LBH APIK Jakarta (In Country 
Paralegal Exchange). 

11.​Moderator dalam Talkshow tentang “Optimalisasi Manajemen Data Perkara Penanganan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia” 

12.​Moderator diskusi Live IG "Femisida di Indonesia: Realita, Tantangan, dan Solusi" 
13.​Moderator diskusi Live IG "Perkawinan Anak dalam Perspektif Agama: Mendorong  

Peran Pemuka Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak" 
14.​Moderator dalam Konsultasi Nasional tentang “Peran Pemberdayaan Hukum oleh 

Komunitas dalam Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan 
Hukum” 

15.​Moderator dalam Diseminasi Penelitian tentang “Peran Pemberdayaan Hukum oleh 
Komunitas dalam Memperkuat Akses Keadilan untuk Perempuan Berhadapan dengan 
Hukum” 

16.​Moderator kegiatan "Pelatihan Organisasi Advokat tentang Pendampingan  Perempuan 
dan Anak Berhadapan dengan Hukum" 

17.​Moderator dalam sharing session tentang "Plan Career" di Yayasan Beasiswa Assegaf 
18.​Salah satu penyusun Amicus Curiae pada perkara pidana an/ Terdakwa A.B.H Z.N.K 

(inisial) dengan Nomor Register Perkara: PDM-065/Etl.2/Batam/11/2024. 
19.​Salah satu penyusun Amicus Curiae pada perkara pidana an/ Terdakwa A.D.A (Inisial) 

Nomor Perkara: 1/Pid.B/2025/PN BIT & 60/PID/2025/PT MND. 
20.​Salah satu penyusun Amicus Curiae pada perkara nomor 171/Pid.Sus/2026/PN Dps, an/ 

Terdakwa IPS (inisial), perkara nomor 172/Pid.Sus/2026/PN Dps an/ Terdakwa TS alias 



MI (inisial) dan R (inisial), dan JS (inisial), dan perkara nomor 173/Pid.Sus/2026/PN Dps 
an/ Terdakwa I (inisial).  

 


